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Pada hakekatnya dasar dan tujuan pendidikan nadidak dapat dipisahkan dari
dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Ripuidonesia, karena pendidikan
nasional adalah jembatan emas bagi pencapaianntujagional itu sendiri. Tanpa
pendidikan, mustahil tujuan bangsa Negara Indoregsgiat mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan nilai-Rmcasila. Perancangan undang-undang
tentang sistem pendidikan nasional perlu dilandéesth kajian teori tentang paradigma
pendidikan nasional yang mencakup hakekat pendidikasendiri, dasar dan tujuannya,
visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikamsfpy penyelenggaraan, standar mutu
hasil dan proses operasional, penyelenggaraampelagelolaan pendidikan, program dan
kegiatan belajar mangajar (KBM), serta hasil yaimguépkan dari pendidikan.

1. HAKEKAT PENDIDIKAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupantayga pendidikan manusia
tidak akan mampu mewujudkan kemanusiaannya, sehimggkna pendidikan identik
dengan makna kemanusiaan itu sendiri. Jika perahdiktelantarkan maka kehidupan
manusia juga akan terlantar. Pendidikan diperlukatuk menghidupkan hati nurani
melalui pendidikan akhlak berlandaskan keimanan kiztakwaan kepada Tuhan YME.
Namun, pada sisi lainnya manusia juga memerlukardigd&an kecakapan hidup yang
menumbuhkembangkan kemampuan keindraan manusigaseinstrument fisik yang
diperkukan untuk memenuhi kebutuhan hidup duni8ejatinya pendidikan yang autentik
merupakan proses dan hasil pembudayaan dan pempaandaati nurani agar menjadi
rajawali dengan karakter kepemimpinan yang jujunamah, cerdas, dan mendidik. Hati
nurani harus mampu menjadi rajawali yang mengekatalihawa nafsu akal dan indriawi
agar manusia selamat dalam membangun kehidughmii dan di akhirat.

Konstruksi paradigma pendidikan sebagai proses peayaan dan pemberdayaan hati
nurani serta akal dan indra manusia yang menghasilknu pengetahuan bersumber dari
pemahaman terhadap hakikat keyakinan dan kebertardang alam semesta sehingga
meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk membaagath dan ibadah kepada Tuhan-
YME dapat dirangkumkan dalam gambar berikut.
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Gambar 1. Paradigma Pendidikan, Hati Nurani, Haats Akal dan Indra, Amal dan Ibad:
Keimanan dan Ketakwaan, serta sumbernya KeyakBelef9, KebenaranTruths, dan limu
Pengetahuan.

2. DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Setiap bangsa dan Negara, sesuai dengan citasthtngsa dan bernegara, mempunyai
tujuan yang unik akan dicapai melalui penyelenggarsistem pendidikan nasional. Bagi
bangsa Indonesia, pendidikan nasional diselenggarderdasarkan Pancasia dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1BASD(NRI 1945). Sesuai dengan
amanat Pembukaan UUD NRI 1945, tujuan pendidikamonal adalah untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa.yaitu: [1] sempurna perkembandai budinya (untuk berpikir,
mengerti, dan sebagainya), tajam pikiran; [2] sempupertumbuhan tubuhnya (sehat,
kuat). Mencerdaskan berarti mengusahakan dan sagagaipaya sempurna akal budinya.

Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran dhhnirsetiap lembaga pendidikan
dalam kerangka mewujudkan cita-cita konstitusiobahgsa dengan mendirikan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk membangeindkpan bangsa Indonesia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlakamcerdas, produktif, mandiri,
demokratis, dan berkepribadian Pancasila. Secadagpgis, tujuan pendidikan nasional
tersebut akan dicapai dengan memaknai pendidileragai proses dan hasil pembudayaan
dan pemberdayaan norma-norma Pancasila secaratkonsi

3. VISI DAN MISI PENDIDIKAN NASIONAL

Visi pendidikan nasional merupakan gambaran tentamgjud sistem pendidikan
nasional yang ideal. Bangsa Indonesia yang muiis elan multi budaya yang tersebar dalam
ribuan pulau (kepulauan) memerlukan visi pendidikahagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa yang mampu melayani kebutuhan akan p&adidebagai konsumsi dan investasi

SEMINAR NASIONALPembangunaiarakte Melalui Pendidikan dan Pembelajarar?015



sumber daya manusia secara merata, bermutu, dsanedalam lingkungan kehidupan yang

berubah dengan seangat cepat sebagai dampak oejulee imlu pengeltahuan, teknologi,

dam seni-budaya yang mengglobal.

Ki Hajar Dewantara melihat visi pendidikan nasidmaius bersemangat keluhuran budi,
mementingkan nilai budaya, pembentukan jiwa seytulirerbasis kekeluargaan.Sedangkan
dalam konteks pendidikan sebagai organisasi, \@sdiikan merupakan organisasi soial
yang terbuka, yang sangat tergantung pada kebutlitaa lingkunganya, dan merupakan
organisasi belajalgarning organization Sebagai organisasi belajar, visi sistem pendidik
nasional merupakan satu kesatuan sistem penyal@@ygdan pengelolaan pendidikan yang
mencakup organisasi pendidikan pada tingkat nasionganisasi makro), tingkat provinsi
dan kabupaten/kota secara regional (organisasi)meéan pada tingkat satuan pendidikan
(organisasi mikro).

Misi pendidikan nasional adalah kebijakan nasigaaly diperlukan untuk mewujudkan
visi pendidikan nasional.Dari perspektif Pembukbi&fD NRI Tahun 1945.Misi pendidikan
nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan baegdasarkan nilai-nilai Pancasila. Misi
pendidikan nasional dirinci menjadi misi jangka jpag dan jangka pendek, yaitu pentahapan
dalam mewujudkan cita-cita membangun kehidupandaayang cerdas melalui:

1) meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatapensdeh pendidikan yang
mengutamakan pada pembentukan akhlak mulia dannkpoza menciptakan lapangan
pekerjaan;

2) menyelenggarakan pendidikan sebagai proses ddnpkagiudyaan dan pemberdayaan
peserta didik yang bertumpu pada potensi sos@y@mj ekonomi, dan geografis dalam
rangka mengoptimalkan pembentukan kepribadian babgdbasis Bhineka Tunggal Ika
dan NKRI;

3) meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan ssbagsat pengembangan ilmu
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pembudayasnilai Pancasila,;

4) melaksanakan pengelolaan pendidikan sebagai ocagatislajar, dan sistem pendanaan
berbasis biaya satuan pendidikan untuk mengoptanalknutu hasil dan proses
pendidikan secara nasional; dan

5) memberdayakan peran serta masyarakat sebagai beseuohokratisasi dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikedadsekan prinsip akuntabilitas
publik.

4. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan penisutisstrategi pembangunan
secara nasional yaitu langkah-langkah yang akaksdihakan dalam mewujudkan visi dan
misi pendidikan nasional. Strategi pembangunan igidaeh nasional mencakup program-
program strategis yang harus dilaksanakan olehaé&omponen sistem pendidikan nasional
dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional untuknageslaskan kehidupan bangsa
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tah45. Program strategis pembangunan
pendidikan nasional diturunkan kedalam rencandegisa(Renstra) program pembangunan
pendidikan pada tingkat nasional oleh KementeriandiRlikan dan Kebudayaan (makro),
pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota (meso)tidgkat satuan pendidikan (mikro) pada
semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.
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Realisasi dan hasil pelaksanaan rencana strategggam pembangunan pendidikan
nasional merupakan acuan bagi penilaian keberhaddai Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dalam mengelola program pembangunan idpemd nasional dalam
mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan bangsa dargir melalui kinerja semua unit
utama di Kementerian Pendidikan Nasional, unit pkig pendidikan di provinsi dan
kabupaten/kota, serta satuan pendidikan.

Program pembangunan strategis pendidikan nasi@m@bdanya mencakup:

1) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

2) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasisdtensi;

3) proses pembelajaran yang mendidik, dialogis, dawaitif berbasis kekeluargaan yaitu
denan memberikan keteladan, bantuan, dan dorongandtivasi) peserta didik;

4) peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan terkageendidikan melalui
pendidikan berasrama, penugasan berbasis ikatag, di@rta memberikan pengalaman
praktek di laboratorium pendidikan pada lembagadigikan tenaga kependidikan
(LPTK) yang ditentukan oleh Pemerintah;

5) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yandidikemyaman, aman serta
kondusif bagi pembentukan karakter kepribadian &slac dan pengembangan
kompetensi vokasional dan profesional sesuai pdy&agan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;

6) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsgpkigpan, pemerataan, dan
berkeadilan bedasarkan standar biaya satuan pertgpekdik sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

7) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan mienattiama pemenuhan kebutuhan
akan pendidikan pada daerah di perbatasan, kepulawpencil, pedesaan tertinggal,
dan masyarakat kurang mampu secara ekonomi;

8) pelaksanaan wajib belajar hingga pendikan menengaly dibiayai dari pajak
pendidikan;

9) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan pada nsapgmdidikan sebagai
perwujudan dari demokratisasi dan akuntabilitasardal penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan;

10) pengendalian mutu pendidikan melalui evaluasi,citasi, sertifikasi, dan pengawasan
pendidikan yang memberdayakan peserta didik damasgtendidikan untuk memenuhi
standar nasional pendidikan;

11) penyelenggaraan peneilittan dan pengembangan umaéridasari pembaruan sistem
pendidikan nasional.

12) penyelenggaraan pendidikan sebagai pusat pembudaylm pembangunan
masyarakat; dan

13) pemberdayaan peranserta masyarakat dalam begasitignendukung, mengevaluasi,
dan pengawasan terhadap pemerataan, mutu, releglansefisiensi penyelenggaraan
dan pengeloan pendidikan nasional.

5. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Prinsip penyelenggaraan pendidikan diwujudkan sebagaya untuk membangun
sistem pendidikan nasional yang kondusif bagi pemut@n manusiai Indonesia yang
Pacasilais. Menurut Ki Hadjar Dewantara, dalam kamgenyiapkan bangsa yang merdeka
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perlu dibangun sistem pendidikan berbasis kekehaarg/aituing karso sung tulodo, ing
madio mangun karso, tut wuri handayani
Dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yarpscesesuai nilai-nilai

Pancasila, pendidikan nasional harus diselengatadaasarkan prinsip-prinsip:

1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis daedmklan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ni&Egkmaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa dalam konteks pendidikan selpagaata sosial, organisasi
belajar, dan organisasi sosial terbuka.

2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatyanala pendidikan yang sistemik,
terbuka, dan multimakna pada jenjang pendidikamargdasenengah dan tinggi, sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekne&ta tuntutan kehidupan
global.

3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu prosebudayaan dan pemberdayaan
peserta didik melalui pengajaran, pelatihan, pépltian, dan pembiasaan yang
berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan tahapampuhan fisik dan mental
peserta didik.

4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketedagdanembangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam progembelajaran berbasis
kekeluargaan.

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkaayduchembaca, menulis,
berhitung, dan berinovasi bagi segenap warga masyar dalam kerangka
pembangunan masyarakat belajar.

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakanaséomponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pealggn mutu layanan pendidikan
sebagai organisasi sosial terbuka pada tingkat asatpendidikan (mikro),
kabupaten/kota dan provinsi (meso), dan nasionaki(o).

7) Pendidikan diselenggarakan berbasis otonomi patlzgarsapendidikan, sedangkan
pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakabammdan memfasilitasi satuan
pendidikan agar mampu memberikan layanan pendidikamg merata, relevan,
bermutu, dan efisien, serta menjadi motor pembaagwkonomi, sosial, dan budaya
setempat.

6. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Untuk menjamin mutu, sistem pendidikan nasionalfalibangun dan dikembangkan
dengan menggunakan ukuran input, proses, dan pesdidikan yang terstandar sebagai
acuan indikator pencapaian mutu layanan pendidik&ular tersebut mencakup standar mutu
hasil (standar produk), dan standar mutu prosemdat operasional). Standar produk
pendidikan nasional adalah tingkat mutu hasil mhkan yaitu kecakapan hidufifé skills)
berupa karakter kepribadian Pancasilais dan komgiet®kasional dan professional dalam
menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan/ataoglain.

Standar operasional adalah input dan proses yangs hdipenuhi agar satuan
pendidikan dapat menghasilkan layanan pendidikarg yaampu pemnghasilkan lulusan
sesuai standar produk pendidikan. Standar opesghtpendidikan mencakup standar isi
kurikulum, standar proses pembelajaran, srandapktensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasatandar pengelolaan, standar pembiayaan,

SEMINAR NASIONALPembangunaiarakte Melalui Pendidikan dan Pembelajarar?015



dan standar penilian hasil pendidikan.

7. PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN.

Sistem pendidikan nasional didukung oleh dua koraponti yaitu penyelenggara dan
pengelola pendidikan.Penyelenggara pendidikan ladsdéuan pendidikan yang didukung
oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan staf adtnasi yang memberikan layanan
pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak faeyelenggara pendidikan didominasi
oleh pendidik yang perlu memiliki ilmu pengetahdeknis kependidikan dan keterampilan
menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pembelajaedatinan, pendisiplinan, dan
pembudayaan peserta didik secara konstruktif, aitifpvfuturistik, dan humanistik.
Sedangkan pengelola pendidikan didominasi olehgteapendidikan yang dituntut untuk
menguasasi ilmu pengetahuan tentang penyusunandhsis kebijakan publik, administrasi
dan manajemen pendidikan, sosiologi pendidikamahko pendidikan, teknologi pendidikan
dan penelitian dan pengembangan inovasi pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidiki@aksanakan dalam bentuk
pendidikan formal, nonformal, dan informal.Pendidikformal diselenggarakan secara
berjenjang mencakup pendidikan Taman Kanak-Kan#&g, (dendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.Pengelolaan péwatidpada tingkat nasional menjadi
tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaagdtalaan pendidikan pada tingkat
regional (provinsi dan kabupaten/kota) menjadi gangjawab Gubernur dan
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam konte®nomi pemerintahan
daerah.Pengelolaan pendidikan pada tingkat mikrojade tanggungjawab kepala satuan
pendidikan.

Dalam kerangka demokratisasi dan otonomi, penyghaagn dan pengelolaan
pendidikan perlu melibatkan peranserta masyaradat grang tua peserta didik dan anggota
masyarakat pengguna hasil pendidikan.Peransertgaraat diwujudkan dalam bentuk
penyelengaraan pendidikan oleh masyarakat (swastaana pemerintah berkewajiban
memfasilitasi serta membantu pembiayaan berupa idsubbsrutama dalam rangka
pelaksanaan program wajib belajar. Peranserta uaggsnasyarakat dalam pembiayaan
pendidikan dapat diwujudkan melalui pemberian hatnsktusional kepada Dewan
Pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, daoulpaten/kota.

8. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan pendidikan adalah aktivitag) ydiperlukan untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional. Program dan kegiatadigiékan diselenggarakan dengan sistem
terbuka, di mana peserta didik dapat mengikuti joah sesuai waktu dan kesempatan yang
tersedia, melalui pendidikan tatap muka dan/aisters pembelajaran jarak jauh. Program
dan kegiatan dituangkan kedalam bentuk kurikulum wi@atapelajaran yang disusun untuk
setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.

Program dan kegiatan pendidikan pada tingkat tarkemak-kanak fokus pada
penyiapan dan merupakan transisi anak didik daidkgan di lingkungan keluarga ke dalam
lingkungan dunia pendidikan formal di sekolah. Paog dan kegiatan pendidikan pada
tingkat pendidikan dasar diarahkan pada penyigpaarta didik untuk membangun karakter
berbasis nilai-nilai Pancasila dan menguasai &eteilan hidup tingkat dasar berbasis ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) pendulkeacgkapan akademik dan vokasional
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anak-anak pada usia 7-14 tahun di lingkungan kgduya dan masyarakat wilayah
kabupaten/kota dan provinsi.

Program dan kegiatan pendidikan pada tingkat péw@ii menengah diarahkan pada
penyiapan peserta didik untuk membangun karaktebabis nilai-nilai Pancasila dan
menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seME#S) pendukung kecakapan akademik
dan vokasional untuk menunjang kehidupan remaja pesih 15-18 tahun di lingkungan
masyarakat wilayah provinsi dan nasional. Progdam kegiatan pendidikan pada tingkat
pendidikan tinggi diarahkan pada penyiapan pesdéit untuk membangun karakter berbasis
nilai-nilai Pancasila dan menguasai iimu pengetahueknologi, dan seni (IPTEKS)
pendukung kecakapan akademik dan profesional up&wkuda usia 19-28 tahun dalam
lingkungan hidup di willayah nasional dan interpasil.

9. HASIL PENDIDIKAN

Pendidikan adalah kegiatan produksi yang menglaasilkompetensi, baik berupa
karakter kepribadian maupun kecakapan hidup vokakicdan profesional. Proses
produksinya melalui kegiatan pembelajaran, pelatingendisiplinan, dan pemberdayaan
sehingga pendidikan dikatakan sebagai proses peayhaid, baik pembentukan budaya baru
maupun transformasi budaya dari generasi sebelunibyéat dari produk atau hasil
pendidikan, perlu dirancang spesifikasi mutu hpsididikan (“spesifikasi produk”) sesuai
dengan keinginan konsumen dan pemangku kepentpasidikan yang diamantkan oleh
UUD-NRI 1945.

Paradigma sistem pendidikan nasional yang merpadioman penyusunan UU
Sisdiknas dapat dirangkum seperti dalam gambakuieri
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Gambar 2 : Padigma Sistem Pendidikan Nasic
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